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ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA SECARA ONLINE
PADA MASA PANDEMI COVID 19

(STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1
PALEMBANG)

Oleh :
SUHENDRA

Musibah wabah virus corona atau yang disebut juga Corona Virus Disease
2019 (Covid 19) dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health
Organization (WHO) pada Maret 2020. Pelaksanaan persidangan perkara pidana
yang biasanya dilaksanakan tatap muka, pada masa pandemi Covid 19 ini
dilaksanakan secara virtual atau online akibat pembatasan kegiatan pada masa
pandemi Covid 19. Pelaksanaan persidangan pidana pada lingkup Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal ini pelaksanaan di Rumah Tahanan
Negara) juga dilaksanakan secara online berdasarkan perjanjian kerjasama antara
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaaan Republik Indonesia, dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang
Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah
penerapan sistem persidangan pidana secara on/ine pada masa pandemi Covid 19
dan kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara
online pada masa pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Kelas |
Palembang). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
dengan mengumpulkan data sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan
maupun tanya jawab dengan pejabat atau petugas yang ada pada Rumah Tahanan
Negara Kelas I Palembang mengenai penerapan sistem persidangan pidana online
pada masa pandemi Covid 19.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan persidangan pidana
secara online pada masa pandemi Covid 19 pada prinsipnya, hakim atau majelis
hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan.
Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rumah Tahanan Kelas 1 Palembang
tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat
hukum dan kendala yang dihadapi dalam penerapan persidangan perkara pidana
secara online pada masa pandemi Covid 19 yaitu jaringan internet yang tidak stabil
bahkan bisa terputus dan masa isolasi serta waktu perawatan para tahanan atau
terdakwa yang positif mengidap virus Covid 19 meyebabkan penyesuaian kembali
jadwal persidangan.

Kata Kunci : Persidangan perkara pidana, online, pandemi Covid 19
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ABSTRACT

ONLINE CRIMINAL TRIAL SYSTEM APPLICATION
DURING THE COVID 19 PANDEMIC
(CASE STUDY IN CLASS I PALEMBANG STATE PRISON HOUSE)

By:
SUHENDRA

The outbreak of the corona virus or also known as Corona Virus Disease
2019 (Covid 19) was declared as global pandemic by the World Health
Organization (WHO) in March 2020. The trial of criminal cases that are usually
held face-to-face, during the Covid 19 pandemic changed dramatically into
online. The implementation of criminal trials within the scope of the Ministry of
Law and Human Rights (in this case the implementation at the State Prison
Center) is should be held online based on a cooperation agreement between the
Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office of the
Republic of Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia regarding the Implementation of Trials Through Teleconference.

The problems of this study are how to apply the online criminal trial system
during the Covid 19 pandemic and what are obstacles encountered in
implementing the online criminal trial system during the Covid 19 pandemic (a
case study at the Palembang Class I State Prison Center). In this study, using
empirical legal research methods by collecting partial data from the field either
through observation or question and answer with the officers at the Palembang
Class I State Prison Center regarding the application of the online criminal trial
system during the Covid 19 pandemic.

From this study, it was found that the implementation of online criminal
trials during the Covid 19 pandemic in principle, judges or panel of judges,
substitute clerks, prosecutors convened in the courtroom. While the defendant
attended a trial from the Palembang Class I Detention Center where the
defendant was detained accompanied or without legal counsel and the obstacles
in implementing online criminal court trials during the Covid 19 pandemic, were
unstable internet networks that could even be disconnected and the isolation
period and time the treatment of prisoners or defendants who were positive for
the Covid 19 virus that makes the schedule of the trial should be readjustment.

Keywords: Criminal case trial, online, Covid 19 pandemic
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musibah wabah virus corona atau yang disebut juga Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health
Organization (WHO) pada awal pertengahan Maret 2020. Sebagian besar negara-
negara di dunia telah terdampak wabah Covid-19, termasuk di Indonesia. Tidak
hanya menyebabkan dampak ekonomi, sosial dan politik secara makro, Covid-19
juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya
pembatasan interaksi sosial/fisik (social/physical distancing), termasuk dampak
terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dan lembaga
peradilan lainnya dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola
kerja dan pelayanan pada lembaga peradilannya.!

Pelaksanaan persidangan perkara pidana yang biasanya dilaksanakan tatap
muka, pada masa pandemi Covid 19 ini dilaksanakan secara virtual atau online
akibat pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid 19. Pelaksanaan
persidangan pidana secara online pada lingkup Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (dalam hal ini pelaksanaan di Rumah Tahanan Negara)
dilaksanakan berdasarkan surat bernomor M.HH.PK.01.01.04 tanggal 24 Maret
2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan berupa

penundaan sementara pengiriman tahanan ke rumah tahanan (Rutan)/lembaga

! Wahyu Iswantoro, Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi
Pandemi Covid-19, Jurnal Selisik Volume 6 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas
Pancasila, Jakarta, 2020, hIm.56



pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Kejaksaan Agung Republik
Indonesia juga menyusun kebijakan melalui Surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah
Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tertanggal 27 Maret 2020. Selain itu
Mahkamah Agung menerbitkan Surat No. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal
Persidangan Perkara Secara Teleconference. Ketiga institusi penegak hukum itu,
akhirnya menjalin kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama
Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor:KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-
08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan
Persidangan Melalui Teleconference.?

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut
KUHAP) tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk
serta mekanisme sidang pengadilan. Tetapi dari beberapa norma atau ketentuan
yang diatur didalam KUHAP bahwa pelaksanaan persidangan dilakukan di suatu
gedung pengadilan, atau dapat dijuga dilaksanakan diluar gedung pengadilan
untuk tindak pidana tertentu maupun keadaan tertentu. Persidangan di pengadilan
sesuai ketentuan KUHAP dilaksanakan secara tatap muka, dimana persidangan
dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya sesuai dengan sistem

peradilan pidana.’

2 Reda Mantovani, Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara
Daring, www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Januari 2021
3 Wahyu Iswantoro, Op.Cit, hlm.59


http://www.hukumonline.com/

Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System adalah sebuah
peristilahan untuk menunjukkan prosedur atau hubungan kerja dalam mengatasi
terjadinya tindak pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem
peradilan pidana merupakan sistem yang mengendalikan kejahatan mulai dari
tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.*

Proses bekerjanya aparat penegak hukum dalam perkara pidana dimulai
sejak dilakukannya penyelidikan maupun penyidikan di kepolisian dilanjutkan
dengan penangkapan, kemudian penahanan, lalu penuntutan sampai akhirnya
pemeriksaan di sidang pengadilan. Semua ini menunjukkan rangkaian
penyelenggaraan dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pernyataan lain
menyatakan bahwa bekerjanya kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas lembaga
pemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa proses bekerjanya hukum acara
pidana. Semua ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan sistem peradilan pidana,
yaitu: sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan
lagi, menyelesaikan perkara pidana yang ada di masyarakat agar masyarakat puas
dengan menghukum yang bersalah sehingga keadilan dapat ditegakkan, dan
melakukan usaha guna memberi efek jera pada pelaku kejahatan.® Teori Sistem
Peradilan Pidana (criminal justice system) memberikan penjelasan bahwa unsur
aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan
wewenang yang berbeda namun menuntut kerjasama dalam kesatuan sistem untuk

mewujudkan rasa aman dan tertib dalam masyarakat.

4 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

> Mardjono Reksodiputro, Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia,
Jakarta, 1997, hlm.84-85



Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam
(force majeure), persidangan sebenarnya dapat ditunda untuk beberapa waktu
tertentu. Namun demikian khusus perkara pidana, terdakwa terikat oleh masa
penahanan yang waktunya terbatas, dan walaupun sebenarnya masa penahannya
masih dapat diperpanjang, akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya
seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat karena hal
tersebut merupakan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun
konstitusi, sehingga pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan
persidangan secara online jarak jauh atau teleconference.

Persidangan perkara pidana secara online yang dilaksanakan pada masa
pandemi Covid 19 ini melibatkan peran Rumah Tahanan Negara. Selama ini, kita
ketahui Rumah Tahanan Negara tidak dilibatkan dalam pelaksanaan persidangan
pidana terhadap terdakwa. Namun, selama masa pandemi Covid 19, Rumah
Tahanan Negara dilibatkan untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana secara
online.

Seperti di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang, sebagai bentuk
pencegahan dan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Virus Covid 19,
persidangan pidana yang biasanya dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan, kini
dilaksanakan secara online. Pelaksanaan persidangan pidana secara online

dilaksanakan di ruang sidang online pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota



Palembang, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dan
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.®

Contoh lain pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online yang
dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara adalah pelaksanaan di Rumah Tahanan
Negara Kelas IIA Yogyakarta yang melaksanakan sidang online perdana pada hari
Rabu tanggal 1 April 2020. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus
Covid-19. Pelaksanaan sidang online ini juga untuk meminimalisir aktivitas
perkumpulan atau yang melibatkan banyak orang.’

Persidangan perkara pidana secara online yang dilaksanakan pada masa
pandemi Covid 19 yang melibatkan peran Rumah Tahanan Negara merupakan hal
baru dalam sistem peradilan pidana. Dalam persidangan perkara pidana secara
online banyak hal yang menjadi persoalan baik secara yuridis dari segi aturan
maupun aspek sosiologis dan birokrasi atau pelaksanaan persidangan seperti
penerapan sistem persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19
jika ditinjau dari asas hukum acara pidana, seperti asas pemeriksaan langsung dan
lisan, terhadap terdakwa, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem
persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19.

Atas dasar—dasar tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian terhadap
peran Rumah Tahanan Negara dalam pelaksanaan persidangan pidana secara
online pada masa pandemi Covid 19 yang dirumuskan dalam suatu judul

PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA SECARA ONLINE PADA

6 https://sumsel.kemenkumham.go.id/pelaksanaan-persidangan-secara-online,  diakses

tanggal 23 Januari 2021, pukul 12.30.WIB
"https://rutanjogja.kemenkumham.go.id/hindari-penyebaran-covid-19-rutan-jogja-
selenggarakan-sidang-online-perdana/, diakses tanggal 20 Januari 2021, pukul.19.30 WIB


https://sumsel.kemenkumham.go.id/pelaksanaan-persidangan-secara-online

MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN

NEGARA KELAS I PALEMBANG).

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada diungkapkan sebelumnya maka
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan sistem persidangan pidana secara online pada masa
Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I
Palembang) ?

2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana
secara online pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah

Tahanan Negara Kelas I Palembang)?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang
akan dibahas, maka ruang lingkup dalam penelitian tesis ini adalah bidang Hukum
Pidana yang dititik beratkan pada penerapan sistem persidangan pidana secara
online pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara
Kelas I Palembang, dan tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang

ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian untuk:



a. Menganalisis dan menjelaskan tentang penerapan sistem persidangan pidana
secara online pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah
Tahanan Negara Kelas I Palembang).

b. Menganalisis dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerapan
sistem persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19
(studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana
pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana mengenai:

a. informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem
persidangan pidana secara onl/ine pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus
pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

b. Saran dan masukan kepada aparat penegak hukum, dan pihak yang terkait
berkaitan dengan peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang
khususnya dalam pelaksanaan persidangan pidana secara online pada masa

pandemi Covid 19.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan
menggunakan teori-teori hukum:

a. Teori Peranan



Peranan tidak bisa dilepaskan dengan status (kedudukan), walaupun
keduanya berbeda tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya,
akan tetapi kelekatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau
memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat,
walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu dengan statusnya.

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas
utama yang harus dilaksanakan bagian yang dimainkan seorang pemain dan
tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.® Sedangkan Grass
Mascan dan A.w.Mc.Eachern dikutip oleh Berry mendefinisikan peranan sebagai
seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai kedudukan
sosial tertentu. Harapan tersebut masih menurut David Berry, merupakan
imbangan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peran itu
ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, artinya seseorang diwajibkan
untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan
lainnya.’

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah
organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam
melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh
masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich
dan Donelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem
yang berbeda, biasanya organisasi.'’

Kemudian menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan
konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan

peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku
sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan

8 https://kbbi.web.id/peranan, diakses tangal 12 Juli 2021, pukul 09.00 WIB

*https://text-id.123dok.com/document/zpv27g7z-bab-11-landasan-teori-a-pengertian-
peranan-peranan, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 09.15 WIB

19 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.243



yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab
dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan
yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam
mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik
kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.'!

Dengan pengertian dan penjelasan tersebut di atas terlihat suatu gambaran
bahwa yang dimaksud dengan peranan merupakan kewajiban-kewajiban dan
keharusan-keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam
status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana ia berada.

Peran Rumah Tahanan Negara sebagai instansi yang menyelenggarakan
persidangan pidana secara online harus memperhatikan 10 (sepuluh) prinsip
Pemasyarakatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
Narapidana/ Tahanan sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di
Indonesia, meliputi:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya
sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.

4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada
sebelum dijatuhi hukuman pidana.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik

harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

"' Riyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam
Mewujudkan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta, 2002, him.138
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6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh
bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha
peningkatan produksi.

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik
harus berdasarkan pancasila.

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia,
dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai
satu-satunya derita yang dialaminya.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi
rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi
penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan
hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.!?

12 Dellyana Shant,Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37
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Sebagaimana kita ketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha
untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat,
baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau
penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara
preventif maupun represif.'?

Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah
serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah
Negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan
hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana
menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application)
yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja
lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang
dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system)
yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai
sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum

yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

13 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju,
Bandung, 2001, him.1
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3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti
bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan
pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.'*

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan
penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan
sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk
mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.'

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-
kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan
hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara
konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian,
dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung
jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu ditinjau dari sudut
subyeknya:

1. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,
berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. '®

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

“Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
1995, him. 41.

15 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru,
Bandung, 2010, hlm. 15

16 Ibid, hlm.16
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1. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai
keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun
nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut
penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.!”

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono

Soekanto adalah :'*

1. Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan
kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara
normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan

yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis

konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam

tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam

7 Ibid
8 Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan
Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42
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tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa,
hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum
siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu

luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit
banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf
kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah
satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu
mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat,
dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan
demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang
menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Budaya hukum dikalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif.
Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam

penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif,
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sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya-upaya dari masyarakat
untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang,

kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.'

c. Teori Pelayanan Publik

Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan, dan
publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya
dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada
kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.’® Sedangkan
publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan,
harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma
yang mereka miliki.?!

Sedangkan dari aspek terminologi pelayanan publik adalah segala bentuk
jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan/
atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.’> Selanjutnya
menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

19 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2016, him.139.

Moenir A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2008,
hlm. 26-27.

2! Inu Kencana Syafi’ie, Pengantar llmu Pemerintahan ,PT. Pertja, Jakarta, 1999, hlm.5.

2Ratminto dan Atik Septi  Winarsih, Manajemen  Pelayanan, Pustaka Belajar,
Yogyakarta, 2007, hIm.4-5.



16

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya menurut Undang-Undang itu juga, penyelenggara pelayanan
adalah semua institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam
hal ini, pelayanan publik yang diberikan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I
Kota Palembang dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online
pada masa pandemi Covid 19.

Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi publik maupun
swasta dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diartikan
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun
jasa publik yang pada prisipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 3

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus ada unsur-
unsur pelayanan publik yang terpenuhi sehingga aktifitas tersebut dapat dikatakan

aktifitas pelayanan publik antara lain:

ZHardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan
Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2011, him.11.
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= Sistem, prosedur, dan metode. Artinya dalam pelayanan publik harus ada
sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam
memberikan pelayanan.

* Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur. Maksudnya adalah
bahwa dalam pelayanan publik aparatur pemerintah sebagai personil
pelayanan harus prefesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik, saran, dan
nasehat dari pelanggan dan masyarakat.

» Sarana dan prasarana. Artinya dalam pelayanan publik diperlukan peralatan,
ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat
parkir, kotak saran, WC, dan lain-lain.

» Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai
pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh
penyelenggara Negara/pemerintah, lembaga independen yang dibentuk
pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha/badan
hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan
publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dapat diwujudkan dengan pelayanan

publik yang berkualitas. Kualitas disini adalah segala sesuatu yang mampu
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memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.?* Secara lebih luas kualitas
pelayanan dikatakan oleh Kotler adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu
produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.?

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diterima bila
dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang menginginkan
kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun demikian setiap jenis pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan tentu
mempunyai kritaria kualitas tersendiri. Hal ini tentu terkait erat dengan atribut
pada masing-masing jenis pelayanan. Ciri-ciri yang ada dalam kualitas tersebut
menurut Tjiptono adalah:?®
a. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses

dalam pelayanan publik.

b. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan.

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang
melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.

e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang
tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-lain dalam
pelaksanaan pelayanan publik.

f. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC,
kebersihan, dan lain-lain.

Sedangkan prinsip pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003, meliputi:

1. Kesederhanaan, Prosedur/ tata cara pelayanan publik tidak berbelit-belit,

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

24 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
2010,hlm.6

2Hardiansyah, Op.cit, hlm.35.

26 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm.56.
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2. Kejelasan, Adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

a. Prosedur/ tata cara pelayanan umum, Persyaratan Pelayanan umum, baik
teknis maupun administrasi.

b. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c. Rincian biaya/ tarif pelayanan umum dan tatacara pembayaran.

d. Hak dan Kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan
umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapan
sebagai alat untuk memstikan mulai dari proses pelayanan umum hingga
kepenyelesaiannya.

e. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu
yang tidak jelas, dan atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat (pelanggan).

3. Kepastian Waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan, Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.

6. Tanggung Jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
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7. Kelengkapan sarana dan prasarana, Tersedianya sarana dan prasarana kerja,
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, Pemberi pelayanan harus bersikap
disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan
ikhlas.

10. Kenyamanan, Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet,
tempat ibadah dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan prinsip dan
standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan
publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap

kualitas pelayanan yang telah diberikan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan beberapa konsep-konsep dasar yang
berkaitan dengan variabel-variabel yang terkandung dalam judul penelitian yang
dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian agar fokus terhadap

objek penelitian.
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Selanjutnya akan disampaikan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam
penelitian hukum ini untuk meminimalisir terjadinya salah interpretasi kata-kata
tertentu, antara lain:

a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan dalam masyarakat.?’

b. Persidangan Perkara Pidana Secara Online adalah serangkaian proses
memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang
dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio
visual dan sarana elektronik lainnya (Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik).

¢. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama
proses penyidikan, penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1
angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan
dan Rumah Tahanan Negara).

d. Pandemi Covid 19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Covid 2019 di

seluruh dunia untuk semua Negara.”8

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https:blog.currentapk.com/implementasi/, diakses

tanggal 25 Januari 2021. Pukul 12.00 WIB.
28 https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.
Pukul 20.04


https://blog.currentapk.com/implementasi/
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Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari
lapangan baik melalui cara pengamatan dan Tanya jawab dengan pihak-pihak
yang mengerti dan terkait*® dengan masalah penerapan sistem persidangan pidana
secara online pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan
Negara Kelas I Palembang).

2. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. data primer
data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari
hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam
masyarakat.>* Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya
atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak terkait atau responden
yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.

b. data sekunder
data sekunder merupakan data yang antara lainmencakupdokumen-
dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat
laporan. Data sekunder terdiri dari :
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam

penelitian ini terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul- Press, Jakarta, 1986, hlm. 43,
3'Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm192.
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2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari :

- asas-asas hukum,;

- teori-teori hukum;

- doktrin atau keterangan para ahli, yang terdiri dari:

(a) buku-buku;
(b) jurnal;
(c) majalah;
(d) media cetak;
(e) media elektronik.
c. Bahan Hukum Tersier;
1) Kamus Hukum dalam bahasa Indonesia;
2) Kamus Hukum dalam bahasa Inggris.
1. Teknik Pengumpulan Data
Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris,
maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang
didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan wawancara

dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan peran Rumah Tahanan
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Negara Kelas I Kota Palembang dalam pelaksanaan persidangan pidana secara
online pada masa pandemi Covid 19. Dengan didukung dengan data sekunder,
yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan persidangan online pada
masa pandemi covid serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, artikel
dan/atau jurnal ilmiah, sumber buku yang terkait dengan permasalahan penerapan
sistem persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19 (studi
kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas

I Kota Palembang sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau

studi lapangan.

3. Populasi dan Sampel

1) Populasi yang diambil dalam penulisan Tesis ini yaitu pihak-pihak yang
memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam penerapan sistem
persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus
pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

2) Sampling dilakukan dengan cara purposive sampling (sample ditetapkan secara
sengaja dengan kriteria dan pertimbangan tertentu), yaitu ditujukan kepada
mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan
sistem persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19 (studi
kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

Purposive sampling dilakukan terhadap:
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1) Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota
Palembang;
2) Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang.
3) Terdakwa yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota
Palembang.
4. Analisis data
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer
yang didapat diolah menurut cara-cara analisis dan penafsiran hukum dan data
sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalis serta diolah menurut
penafsiran hukum autentik, atau sering juga disebut penafsiran resmi. Penafsiran
autentik (resmi) adalah penafsiran yang diberikan sendiri oleh pembuat undang-
undang berupa penjelasan-penjelasan yang dilampirkan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dengan undang-undang.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca mengikuti alur pemikiran peneliti yang
tertuang di dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian tesis ini penulis
membagi dalam 4 (empat) Bab, dimana antara yang satu dengan yang lain saling
berkaitan dan melengkapi dan mempunyai keterkaitan secara sistematis berkenaan
dengan pokok pikiran yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Adapun sistematika penulisan tesis yang akan disusun oleh peneliti adalah

sebagai berikut :



BABI

BABII

BABIII :

BABIV:
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: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis

dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang Wabah Pandemi Covid 19,
Sistem Persidangan Perkara Pidana Secara Online, dan Pengertian
dan Tugas Fungsi Rumah Tahanan Negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penerapan sistem persidangan
pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus
pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang) dan kendala
yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara
online pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah
Tahanan Negara Kelas I Palembang).

PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari masalah
yang diteliti, dan saran sebagai rekomendasi yang ditujukan
kepada pihak-pihak yang terkait dengan penerapan sistem
persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19

(studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).
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